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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) MINTA 

KABUPATEN/KOTA BANTU PEMBANGUNAN RUMAH WARGA MISKIN 

 

 

https://www.tajukflores.com  

 

ANTARANEWS.COM, KUPANG - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 

(NTT) meminta pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya membantu pembangunan 

rumah warga miskin dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem. 

Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake di Kupang, Rabu, (18/10/2023) 

menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten/kota sebaiknya memfasilitasi penyediaan 

lahan untuk pembangunan rumah warga miskin. Dia juga menyampaikan bahwa selain 

merancang program penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing, 

pemerintah kabupaten/kota mesti mengalokasikan cukup dana untuk penanggulangan 

kemiskinan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Pemerintah kabupaten/kota, harus berupaya memastikan program-program 

penanggulangan kemiskinan ekstrem tepat sasaran dengan menggunakan basis data yang 

akurat. "Kami berharap pemerintah kabupaten/kota menetapkan data sasaran keluarga 

miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan, yang dibuktikan dengan 

berita acara musyawarah desa/kelurahan," katanya. Fasilitasi penyediaan lahan untuk 

pembangunan rumah warga miskin, menurut dia, pun harus dilaksanakan berdasarkan 

data mutakhir penduduk miskin berdasarkan nama dan alamat yang ditetapkan dalam 

musyawarah desa/kelurahan. 

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Kupang Fahrensy P. Funay mengatakan bahwa 

pemerintah antara lain menjalankan program pemberdayaan ekonomi dalam upaya 
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mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem. Program pemberdayaan ekonomi 

yang telah dijalankan antara lain pemberian bantuan masing-masing Rp10 juta kepada 67 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE). "Para penerima bantuan adalah warga Kota Kupang 

yang telah didata sesuai mekanisme yang ditentukan pemerintah," kata Fahrensy.  

Selain itu, Dinas Sosial Kota Kupang menyalurkan bantuan pangan kepada 2.219 

keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan yang diberikan kepada masing-masing 

KPM terdiri atas 10 kg beras, 1 kg gula pasir, 1 liter minyak goreng. 

 

Sumber berita: 

1. https://kupang.antaranews.com/berita/120417/pemprov-ntt-minta-kabupatenkota-

bantu-pembangunan-rumah-warga-miskin, 19 Oktober 2023; dan 

2. https://www.obortimur.com/daerah/1783095069/pemerintah-kabupaten-kota-ntt-di-

minta-bangun-rumah-bagi-warga-miskin, 20 Oktober 2023. 

 

Catatan: 

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015, 

menyatakan: 

 Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan 

pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan 

dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka 

meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. 1  

Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, 

pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka 

meningkatkan kegiatan ekonomi.  2 

 Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang. Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah 

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. 3 

 Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan: 

                                                           
1 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 1, Ayat 

1 
2 Ibid. Pasal 1, Ayat 2 
3 Ibid. Pasal 2 
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mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; meningkatkan kemampuan dan 

pendapatan masyarakat miskin; mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha 

Mikro dan Kecil; mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.4 

 Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari: 

a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk 

melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan  perbaikan kualitas 

hidup masyarakat miskin;   

b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 

masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas 

kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan 

pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;   

c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha 

ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan 

ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;  

d.  Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat 

meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. 5  

Pengelola kelompok program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari: 

kementerian/lembaga pemerintah dan pemerintah daerah yang melaksanakan program 

percepatan penanggulangan kemiskinan; dan organisasi masyarakat, dunia usaha dan 

lembaga internasional yang memiliki misi untuk percepatan penanggulangan 

kemiskinan. 6 

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan: 

 Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa 

uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang 

sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari 

kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat 

berkelanjutan. 

 Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan 

Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan 

Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Anggota/kelompok masyarakat meliputi: individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang 

                                                           
4 Ibid. Pasal 3 
5 Ibid. Pasal 5, Ayat 1 
6 Ibid. Pasal 5, Ayat 2 
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pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, 

kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai 

dampak risiko sosial.  

 Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat 

terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat 

yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.  

 Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada 

penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan 

miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra 

putri pahlawan yang tidak mampu.  

 Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada 

penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan 

masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan 

makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat 

kurang mampu.  

 Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit: 

a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima 

yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial; 

b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas 

kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;  

c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat 

berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus 

diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan 

bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima 

bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan 

d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial 

meliputi: 

(1) rehabilitasi sosial; ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan 

kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 

(2) perlindungan sosial; ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari 

guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat 

agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar 

minimal. 

(3) pemberdayaan sosial; ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok 

masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga 

mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.  
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(4) jaminan sosial; merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima 

bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.  

(5) penanggulangan kemiskinan; merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub 

kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang 

tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat 

memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.  

(6) penanggulangan bencana; merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk 

rehabilitasi. 


